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Abstract. The aim of this study was to identify Jakarta residents’ perceptions on the 
trustworthiness of political elites. The study used qualitative content analysis method 
involving as many as 461 persons as subjects. These political elites referred to the 
members of the House of Representatives, members of the People’s Consultative Council, 
the president and the members of his governmental cabinet, political parties, people or 
groups involved in politics and those participating in managing the state. The top ten 
factors able to degrade people’s trust in political elites were identical with the subjects’ 
perception about lie (29.28%), corruption (14.75%), selfishness (8.24%), incompetence 
(6.07%), scandals (5.64%), irresponsibility (1.95%), abuse of power (1.52%), laziness 
(1.52%), lack of transparency (1,30%), and lack of firmness (0.22%). The description about 
political elites worth trusting concerned about their honesty (39.70%), accountability 
(12.80%), integrity (1280%), caring (8.89%), morality (6.29%), firmness (4.34%), 
competence (3.69%), transparency (1.74%), and wisdom (1.74%). The study concluded that 
the trustworthiness of political elites refers to their dispositions that are considered to 
have good motives and go with any prevailing norms. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan keterpercayaan terhadap 
para pihak-pihak yang dianggap sebagai elit politik pada masyarakat Jakarta. Partisipan 
dalam penelitian berjumlah 461 orang dengan metode kualitatif analisis konten yang 
menggunakan kuisioner terbuka dan dianalisis menggunakan analisis konten induktif. Hasil 
penelitian menggambarkan bahwa elit politik ditujukan kepada para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden beserta jajaran kabinetnya, 
partai politik, orang atau kelompok yang berkecimpung di dunia politik dan pihak-pihak 
yang mengelola negara. Sepuluh besar faktor yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap 
elit politik identik dengan banyak kebohongan (29,28%), korupsi (14,75%), mementingkan diri 
sendiri (8,24%), tidak kompeten (6,07%), berkasus (5,64%), tidak bertanggung jawab (1,95%), 
menyalahgunakan kekuasaan (1,52%), malas (1,52%), kurang transparan (1,30%), tidak tegas 
(0,22%). Gambaran mengenai elit politik yang dapat dipercaya terkait dengan kejujuran 
(39,70%), tanggung jawab (12,80), integritas (12,80%), peduli (8,89%), bermoral (6,29%), tegas 
(4,34%), kompeten (3,69%), transparan (1,74%) dan bijaksana (1,74%). Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa landasan kepercayaan pada elit politik ditekankan pada keberadaan 
karakter yang dianggap memiliki motif baik dan erat dengan norma. 
Kata kunci: elit politik, karakter keterpercayaan, kepercayaan 
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Keberadaan politik di negeri ini pada 
dasarnya merupakan objek pembahasan 
yang tidak akan ada habisnya. Permasa-
lahan mengenai politik dalam hal ini tidak 
jarang menjadi headline yang selalu meng-
hiasi dalam media massa salah satu 
diantaranya terkait dengan kepercayaan. 
Kepercayaan dalam hal ini merupakan hal 
yang penting dalam kaitannya masyarakat 
dan politik itu sendiri (Sahaar, 2014). 
Kepercayaan terhadap politik itu sendiri 
merupakan suatu kondisi dimana pihak-
pihak yang dianggap menjalankan peme-
rintahan ini bisa memenuhi standar 
keinginan individu atau masyarakatnya 
(Gamson dalam Kim & Park, 2005). 
Pentingnya akan keberadaan sebuah ke-
percayaan tersebut pula telah dijelaskan 
oleh beberapa ahli diantaranya adalah 
Tanis dan Postmes (2005) yang menekan-
kan pada penguatan jalinan interpersonal 
untuk mendekatkan kepada tujuan yang 
bersifat konstruktif satu sama lain, 
Igarashi, et al. (2008), Hardin (2002) dan 
Faturochman (2000) yang menekankan 
pada kerjasama serta Blind (2006) yang 
mengarahkan pada upaya membangun 
legitimasi serta penopang sistem politik 
yang akan dibangun kedepannya. Jadi bisa 
disimpulkan bahwa ketika kepercayaan 
terhadap politik tidak dapat dibangun 
dengan baik maka akan memberikan dam-
pak yang negatif terhadap pengelolaan 
terhadap negara ke depan.  
Permasalahan akan kepercayaan ter-
hadap politik ini tidak terlepas dari para 
pelaku politik itu sendiri. Dalam hal ini 
keberadaan elit politik menjadi salah satu 
fokus yang menjadi pusat perhatian. Elit 
politik seperti halnya dijelaskan oleh 
Surbakti (1999) merupakan sekelompok 
kecil orang yang mempunyai pengaruh 
besar dalam pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan politik. Elit politik dalam hal ini 
memiliki sumber kekuasaan yang meliputi 
kekuasaan politik, dan keberadaan elit 
politik ini sedikit sekali, apabila diban-
dingkan dengan jumlah penduduk dalam 
masyarakat negara 
Adanya permasalahan mengenai 
kepercayaan terhadap para elit politik ini 
diantaranya dilansir oleh hasil survei oleh 
Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan 
Founding Fathers House (FFH). Saut (2013) 
menjelaskan hasil survei tahun 2005 yang 
mencatatkan akan ketidakpercayaan pu-
blik terhadap moral elit sebesar 34,6%. 
Pada tahun 2009 ketidakpercayaan me-
ningkat menjadi 39,6% dan kemudian 
pada tahun 2013 meningkat menjadi 
51,5%. Dalam survei yang dilakukan oleh 
Founding Fathers House (FFH), Hafil (2015) 
menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap 
partai politik hanya berkisar dari 23%-29% 
dan sekitar 60% publik tidak percaya 
dengan partai politik. Kondisi rendahnya 
tingkat kepercayaan ini menurut peneliti 
senior FFH tidak terlepas dari perilaku 
para elit politiknya yang seringkali mela-
kukan perilaku-perilaku penyelesaian 
konflik yang jauh dari ambang nalar. 
Berbicara lebih lanjut mengenai konsep 
kepercayaan, pada dasarnya telah menjadi 
salah satu kajian yang dibahas dalam ilmu 
psikologi. Faturochman (2000) dan Hardin 
(2002) menggambarkan bahwa kepercaya-
an ini sering didefinisikan sebagai bentuk 
pengharapan yang melibatkan keberadaan 
pihak lain dalam interaksi sosial. Pengha-
rapan ini memiliki risiko yang mengarah-
kan pada munculnya sebuah konsekuensi 
negatif ketika harapan yang dimiliki tidak 
dapat dipenuhi oleh pihak yang dipercaya 
sehingga memunculkan perasaan dikhia-
nati, kecewa, dan marah (Lewicki & 
Brunner dalam Faturochman, 2000). 
Yamagishi (2011) menjelaskan konsep 
kepercayaan dengan menekankan pada 
bentuk keyakinan terhadap pihak lain 
yang memfokuskan pada kemampuan, 
niatan maupun reputasi yang baik.  
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Dalam konsep kepercayaan pada 
dasarnya melibatkan pihak yang diper-
caya. Di dalam perkembangannya, pene-
kanan akan ciri-ciri sebagai pihak yang 
dipercaya oleh para ahli dalam perkem-
bangannya ini pada dasarnya memiliki 
penekanan yang berbeda. Gambaran akan 
pihak yang dipercaya dapat ditekankan 
pada sejauh mana upaya memenuhi 
harapan pihak tertentu dan keberman-
faatannya (Hoffman, 2002; Kramer & 
Carnevale dalam Simpson, 2007), terkait 
dengan karakter yang erat dengan nilai-
nilai moral yang diperlihatkan (Hardin, 
2002; Delgado, Frank & Phelps, 2005; 
Banerjee, Bowie, & Pavone, 2006), terkait 
dengan penggambaran karakter yang 
mengarah pada sebuah motif yang baik 
(Yamagishi, 2011), terkait dengan wajah 
yang terlihat lebih atraktif (mudah terse-
nyum, terlihat bahagia) dan menyenang-
kan untuk dilihat (Oosterhof & Todorov, 
2009), maupun terkait dengan sikap terha-
dap suatu ras (Stanley, Hessner, Banaji, & 
Phelps, 2011).  
Mendasarkan pada apa yang sudah 
digambarkan sebelumnya mengenai kon-
sep kepercayaan tersebut, maka upaya 
untuk mengkaji lebih jauh mengenai 
gambaran elit politik yang terpercaya 
khususnya pada masyarakat Kota Jakarta 
menjadi kajian yang menarik untuk dite-
liti. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan 
Kota Jakarta yang merupakan pusat 
pemerintahan dan tidak jarang menjadi 
barometer dalam perpolitikan nasional 
(Afrido, 2012).  
Metode 
Partisipan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan unit ana-
lisis individu. Individu yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan warga 
Kota Jakarta yang meliputi lima kota-
madya (kodya), yaitu Kodya Jakarta Pusat, 
Kodya Jakarta Barat, Kodya Jakarta Timur, 
Kodya Jakarta Selatan, Kodya Jakarta 
Utara dan satu Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu. Partisipan penelitian 
dalam penelitian ini berjumlah 461 orang 
yang terdiri dari 283 laki-laki dan 178 
perempuan. Usia partisipan dalam peneli-
tian ini berkisar antara 18-61 tahun. 
Pendidikan partisipan dalam penelitian ini 
terdiri dari SD (34), SMP (29), SMA (293), 
D1 (1), D3 (7), S1 (83), S2 (10), S3 (4), tidak 
sekolah (2) dan tidak mengisi kolom 
tingkat pendidikan (5).  
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yang berupa analisis isi. Kua-
litatif analisis isi merupakan metode 
penelitian kualitatif yang mencoba untuk 
melihat sebuah makna secara subyektif 
dari data yang bersifat tekstual melalui 
sebuah proses klasifikasi koding yang 
sistematis dan mengidentifikasi tema 
maupun struktur yang terdapat dalam 
data tekstual tersebut (Hsieh & Shannon, 
2005). Sandelowski dan Barroso (2003) 
menjelaskan bahwa keberadaan kualitatif 
analisis isi ini pada dasarnya merupakan 
metode penelitian yang sejalan dengan 
pendekatan grounded theory yang bersifat 
bottom up. Kemudian teknik pengumpulan 
sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah convenience sampling. Pengam-
bilan sampel secara convinience mengarah-
kan pada pengambilan sampel secara 
nonrandom (Hultsch, MacDonald, Hunter, 
Maitland, & Dixon, 2002; Onwuegbuzie & 
Collins, 2007). Pemilihan metode pengam-
bilan sampel ini dikarenakan pada saat 
proses penelitian tidak semua sampel mau 
mengisi kuisioner dan bersedia menjadi 
kuisioner. Kriteria sampel di dalam pene-
litian ini yakni: (1) warga Jakarta, terma-
suk kedalam lima kotamadya dan satu 
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kabupaten. (2) Sudah berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau sudah/pernah kawin 
(UU Pemilu), dan (3) Memiliki KTP 
Jakarta. 
Instrumen pengumpulan data 
Instrumen pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuisioner terbuka yang memungkinkan 
partisipan menjawab dengan mempergu-
nakan kata-kata atau kalimat sendiri. 
Kuisioner terbuka dalam hal ini dapat 
digunakan sebagai salah satu alat 
pengumpulan data dalam penelitian kua-
litatif analisis konten (Hancock, Okleford, 
& Windridge, 2007). Kuisioner terbuka 
yang dibuat mendasarkan pada pertanya-
an-pertanyaan penelitian dalam hal ini 
berupa: (1) Siapakah elit politik itu? (2) 
Apa yang bisa menyebabkan kepercayaan 
terhadap para elit politik menurun? dan 
(3) Apa yang harus dimiliki oleh para elit 
politik untuk bisa dipercaya? 
Analisis Data 
Data yang terkumpul berdasar pada 
pertanyaan terbuka kemudian dianalisis 
menggunakan analisis konten induktif. 
Penggunaan analisis konten induktif ini 
merupakan upaya untuk membangun 
kesimpulan berdasarkan pada jawaban 
yang dimunculkan oleh partisipan diban-
dingkan untuk melakukan pembuktian 
atas teori yang sudah ada sebelumnya 
(Ello & Kyngäs, 2008). Ello dan Kyngäs 
(2008), menggambarkan bahwa di dalam 
melakukan analisis konten induktif 
peneliti diarahkan untuk melakukan tiga 
tahapan pemrosesan data yaitu open 
coding, kategorisasi, dan abstraksi. Tahap 
open coding merupakan tahapan awal yang 
mengarahkan peneliti untuk memberikan 
satu catatan-catatan tertentu sebagai ben-
tuk pengkodean pada jawaban partisipan. 
Dalam tahap kategorisasi, peneliti mem-
buat sebuah kategori-kategori yang masih 
bersifat bebas terhadap jawaban para 
partisipan. Pembuatan kategori-kategori 
ini mendasarkan pada kemampuan 
peneliti untuk mendapatkan kata kunci 
dari jawaban yang telah dituliskan oleh 
partisipan. Pembuatan kategori-kategori 
ini pada awalnya masih bersifat bebas 
tanpa melakukan pengelompokan terlebih 
dahulu. Setelah proses kategorisasi awal 
tersebut, selanjutnya peneliti melakukan 
pengelompokan kategori-kategori tersebut 
menjadi kategori yang lebih besar dengan 
mendasarkan pada persamaan maupun 
perbedaan yang ada dalam kategori-kate-
gori sebelumnya. Dalam tahap abstraksi 
peneliti akan membuat suatu deskripsi 
umum yang merupakan hasil dari peng-
gambaran model maupun konsep berda-
sar pada kategori-kategori yang sudah 
didapatkan sebelumnya. 
Dalam proses analisis data yang 
sudah dilakukan, keberadaan validitas 
dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif 
analisis isi dapat menggunakan standar 
yang biasa digunakan dalam penelitian 
kualitatif pada umumnya (Cho & Lee, 
2014). Dalam penelitian ini, validitas dan 
reliabilitas yang digunakan mengacu pada 
konsep yang dijelaskan oleh Creswell 
(2005) yaitu berupa peer debriefing dan 
intercoder agreement. Dalam pelaksanaan 
peer debriefing ini proses dan hasil pene-
litian yang diperoleh telah dilakukan 
review oleh empat dosen yang memiliki 
kompetensi terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. Intercoder agreement dalam 
penelitian ini dilakukan dengan melaku-
kan pemeriksaan kembali antar peneliti 
terkait dengan hasil pengkodean terkait 
jawaban yang diberikan partisipan. Antar 
peneliti dalam hal memiliki kesepakatan 
yang sama terkait dengan hasil tema yang 
diperoleh atas jawaban partisipan. 
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H a s i l  
Gambaran partisipan mengenai siapakah elit politik  
 
Gambar 1. Gambaran partisipan mengenai siapakah elit politik 
Berdasarkan Gambar 1, jawaban 
partisipan mengenai siapakah elit politik, 
elit politik adalah legislatif dan konstitutif 
(20,17%); legislatif (19,96%); partai politik 
(12,15%); eksekutif (11,06%); partai politik, 
legislatif dan konstitutif (4,77%); legislatif, 
eksekutif dan konstitutif (2,17%); partai 
politik dan legislatif (2,17%); konstitutif 
(1,95%); legislatif dan eksekutif (1,52%); 
legislatif dan yudikatif (1,30%); legislatif, 
eksekutif dan yudikatif (0,87%); eksekutif 
dan konstitutif (0,43%); parpol dan 
konstitutif (0,43%); yudikatif (0,43%); 
parpol, legislatif, eksekutif dan konstitutif 
(0,43%); yudikatif, parpol, legislatif dan 
konstitutif (0,43%); parpol dan eksekutif 
(0,43%); parpol, legislatif dan eksekutif 
(0,22%); parpol, legislatif dan yudikatif 
(0,22%). Sisanya sebesar 18,87% partisipan 
memberikan jawaban yang tidak relevan 
serta tidak melakukan pengisian pada 
kolom yang disediakan. 
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Faktor-faktor penyebab yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap elit politik 
 
Gambar 2. Faktor-faktor penyebab menurunnya kepercayaan terhadap elit politik 
Tabel 1 
Subkategori faktor-faktor penyebab yang 
dapat menurunkan kepercayaan terhadap 
elit politik 
Kategori Total 
Bohong  
Bohong 
Tidak jujur  
Palsu  
Korupsi 
Korupsi  
Mementingkan diri sendiri 
Mementingkan diri sendiri 
Memikirkan kepentingan sendiri 
Tidak mewakili rakyat 
Tidak kompeten 
Tidak kompeten 
Tidak becus bekerja 
Berkasus 
Berkasus 
Banyak masalah 
Terjerat kasus 
Tersangka masalah hukum 
Tidak bertanggungjawab 
Tidak bertanggungjawab 
Tidak amanah 
Menyalahgunakan kekuasaan 
Menyalahgunakan kekuasaan 
Menyelewengkan kekuasaan 
1351 (29.28)2 
122 (26.46) 
8 (1.73) 
5 (1.09) 
68 (14.75) 
68 (14.75) 
38 (8.24) 
17 (3.69) 
12 (2.60) 
9 (1.95) 
28 (6.07) 
23 (4.99) 
5 (1.08) 
26 (5.64) 
16 (3.48) 
5 (1.08) 
3 (0.65) 
2 (0.43) 
9 (1.95) 
6 (1.30) 
3 (0.65) 
7 (1.52) 
5 (1.09) 
2 (0.43) 
Malas  
Malas  
Kurang transparan 
Kurang transparan 
Tidak terbuka 
Tidak tegas  
Tidak tegas 
Others 
Tidak relevan 
Blank 
7 (1.52) 
7 (1.52) 
6 (1.30) 
4 (0.86) 
2 (0.44) 
1 (0.22) 
1 (0.22) 
136 (29.50) 
88 (19.09) 
48 (10.41) 
Total  461 (100) 
Keterangan: 1 Frekuensi; 2 persentase 
Berdasarkan Gambar 2, faktor-faktor 
penyebab yang menjadikan kepercayaan 
terhadap elit politik menurun terkait 
dengan persepsi partisipan terhadap elit 
politik yang identik dengan kebohongan 
(29,28%); korupsi (14,75%); mementingkan 
diri sendiri (8,24%); tidak kompeten 
(6,07%); berkasus (5,64%); tidak bertang-
gung jawab (1,95%); menyalahgunakan 
kekuasaan (1,52%); malas (1,52%); kurang 
transparan (1,30%); tidak tegas (0,22%). 
Untuk kategori terakhir berupa others 
sebesar 29,50% yang terdiri dari jawaban-
jawaban partisipan yang tidak relevan 
dengan pertanyaan penelitian maupun 
yang tidak memberikan jawaban terhadap 
pertanyaan yang diberikan. 
PERSEPSI KETERPERCAYAAN MASYARAKAT, ELIT POLITIK 
JURNAL PSIKOLOGI 249 
Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat 
bahwa ketidakpercayaan terhadap elit 
politik berdasarkan pada faktor kebo-
hongan yang masuk dalam tiga besar 
diarahkan pada tiga pihak elit politik yaitu 
legislatif dan konstitutif (8.46%), legislatif 
(6,51%) dan parpol (2,82%). Pada faktor 
korupsi konteks ketidakpercayaan terha-
dap elit politik diarahkan pada legislatif 
(3,25%), parpol (2,85%) serta legislatif dan 
konstitutif (2,85%). Pada faktor memen-
tingkan diri sendiri para partisipan meng-
arahkan pada legislatif (1,52%), parpol 
(1,30%), dan eksekutif (0,87%). Pada faktor 
tidak kompeten diarahkan pada pihak 
legislatif (2,39%), eksekutif (1,08%) dan 
parpol (0,87%). Untuk faktor banyaknya 
kasus diarahkan pada pihak parpol 
(1,08%), eksekutif (0,87%) dan legislatif 
(0,87%). Pada faktor tidak bertanggung-
jawab diarahkan pada pihak eksekutif 
(0,65%), pihak legislatif dan konstitutif 
(0,65%) serta legislatif (0,22%). Pada faktor 
menyalahgunakan kekuasaan diarahkan 
pada pihak parpol (0,22%), legislatif, 
eksekutif dan konstitutif (0,22%) serta 
legislatif dan eksekutif (0,22%). Untuk 
faktor malas diarahkan pada pihak legis-
latif dan konstitutif (0,65%), parpol, 
legislatif dan konstitutif (0,22%) serta 
legislatif dan parpol (0,22%). Untuk faktor 
kurang transparan diarahkan pada pihak 
parpol (0,65%). Pada faktor kurang tegas 
diarahkan pada pihak eksekutif (0,22%). 
Gambaran ketidakpercayaan terhadap elit politik 
 
Gambar 3. Ketidakpercayaan terhadap elit politik. 
 
Gambaran karakter elit politik yang dapat dipercaya  
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Gambar 4. Gambaran elit politik yang dapat dipercaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 
Subkategori karakter elit politik yang dapat 
dipercaya 
Kategori Total 
Kejujuran  
Jujur  
Apa adanya 
Tanggung jawab 
 Tanggung jawab 
Amanah  
Komitmen  
Integritas 
Integritas  
Membuktikan janji 
Memberikan bukti 
Merealisasikan dengan tindakan 
Peduli  
Peduli terhadap rakyat 
Memperhatikan rakyat 
Dekat dengan rakyat 
Bermoral 
Bermoral 
Akhlak yang baik 
Beretika  
1831 (39.70)2 
182 (39.48) 
1 (0.22) 
59 (12.80) 
28 (6.07) 
20 (4.33) 
11 (2.40) 
59 (12.80) 
26 (5.64) 
14 (3.03) 
11 (2.40) 
8 (1.73) 
41 (8.89) 
20 (4.34) 
15 (3.25) 
6 (1.30) 
29 (6.29) 
15 (3.25) 
9 (1.96) 
5 (1.08) 
Tegas 
Tegas  
Berwibawa  
Berani 
Kompeten  
Kompeten  
Cerdas  
Memiliki visi 
Transparan  
Transparan  
Terbuka  
Bijaksana  
Bijaksana  
Others 
Tidak relevan 
Blank 
20 (4.34) 
13 (2.82) 
5 (1.08) 
2 (0.44) 
17 (3.69) 
9 (1.95) 
5 (1.09) 
3 (0.65)  
8 (1.74) 
6 (1.31) 
2 (0.43) 
8 (1.74) 
8 (1.74) 
37 (8.01) 
22 (4.76) 
15 (3.25) 
Total 461 (100) 
Keterangan: 1 Frekuensi; 2 persentase 
Berdasarkan Gambar 4, diketahui bah-
wa untuk menjadi elit politik yang diper-
caya harus memunculkan penilaian-
penilaian akan kejujuran (39,70%); tang-
gung jawab (12,80); integritas (12,80%); 
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peduli (8,89%); bermoral (6,29%); tegas 
(4,34%); kompeten (3,69%); transparan 
(1,74%) dan bijaksana (1,74%). Untuk 
kategori others sebesar 8,01% merupakan 
kategori yang terdiri dari jawaban-
jawaban partisipan yang tidak relevan 
dengan pertanyaan penelitian dan parti-
sipan yang tidak memberikan jawaban. 
Diskusi 
Ketidakpercayaan terhadap para elit 
politik didasari oleh persepsi responden 
pada para elit politik yaitu pada posisi 
pertama, tingkat ketidakpercayaan terha-
dap elit politik tergantung pada sejauh 
mana elit politik dianggap sebagai pihak 
yang banyak melakukan kebohongan. 
Permasalahan mengenai ketidakpercayaan 
terhadap para elit politik akibat faktor 
kebohongan pada hasil penelitian ini 
secara khusus diarahkan pada pihak 
legislatif dan konstitutif (8.46%), legislatif 
(6,51%) dan parpol (2,82%). Pihak legislatif 
(DPR, DPRD dan DPD) ini sendiri menda-
patkan porsi persentase yang besar untuk 
faktor kebohongan dibandingkan kedua 
pihak yang lain.  
Permasalahan akan kebohongan tidak 
terlepas dari pengingkaran akan janji yang 
sering terjadi dalam konteks politik. Hal 
ini menurut Bies dan Triep (Faturochman, 
2000) pengingkaran terhadap janji yang 
sudah dibuatnya merupakan bentuk 
pelanggaran kepercayaan yang berkaitan 
dengan civic order. Pengingkaran janji 
termasuk dalam pelanggaran nilai-nilai 
sosial khususnya berkaitan dengan kondi-
si melukai kehormatan yang seharusnya 
dipenuhi oleh orang yang sudah dipercaya 
sebelumnya. Solomon dan Flores (2001) 
menjelaskan bahwa dalam konteks keper-
cayaan keberadaan akan kebohongan 
berkaitan dengan label adanya kecurangan 
dan dianggap tidak memiliki bentuk 
kepedulian terhadap pihak yang merasa 
dibohongi. Kebohongan dalam konteks 
politik menurut Isotalus dan Amonkari 
(2014) mengarahkan pada gambaran 
adanya permasalahan yang melibatkan 
politikus itu sendiri. Hal tersebut, pada 
dasarnya akan memengaruhi tingkat 
persepsi publik terhadap kredibilitas yang 
dimiliki oleh seorang politikus. Faktor 
kebohongan sebagai faktor yang pertama 
dapat menurunkan kepercayaan terhadap 
elit politik ini menunjukkan bahwa para 
partisipan sangat mengutamakan adanya 
pemenuhan janji maupun pemenuhan 
kehormatan bagi para elit politik di dalam 
menjalankan tugasnya. Permasalahan 
mengenai kebohongan ini juga terlihat 
dari salah satu jawaban partisipan berupa 
“sudah terlalu banyak membohongi masya-
rakat dengan janji-janji yang palsu”. 
Korupsi menjadi faktor kedua terbesar 
yang dapat menurunkan kepercayaan 
terhadap para elit politik. Permasalahan 
korupsi sebagai salah satu faktor yang 
dapat menurunkan kepercayaan terhadap 
elit politik pada penelitian ini diarahkan 
pada pihak legislatif (3,25%), parpol 
(2,85%) serta legislatif dan konstitutif 
(2,85%). Pihak legislatif dalam hal ini 
mendapatkan porsi penilaian yang lebih 
besar dibandingkan pihak parpol dan 
konstitutif.  
Van de Walle (2008); Solé-Ollé dan 
Sorribas-Navarro (2014) menjelaskan bah-
wa keberadaan persepsi mengenai korupsi 
yang terjadi di pemerintah akan 
memengaruhi bagaimana sikap masya-
rakat terkait dengan kepercayaan terhadap 
pemerintahan maupun para politisi lokal. 
Chang dan Chu (2006); Morris dan Klesner 
(2010) juga menggambarkan bahwa keper-
cayaan ini berkaitan dengan pandangan 
akan kapabilitas pemerintah di dalam 
memenuhi apa yang masyarakat butuhkan 
dan inginkan. Hal tersebut tidak terlepas 
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dari pemahaman di masyarakat bahwa 
korupsi hanya mengarahkan pada konteks 
ketidakadilan dan ketidaksetaraan (Chang 
& Chu, 2006). Ketika korupsi banyak 
merajalela pada tingkat elit politik, maka 
kekuasaan yang dimiliki hanya memberi-
kan manfaat dan kemudahan bagi para 
diri sendiri maupun kelompoknya. Salah 
satu jawaban partisipan mengenai kategori 
korupsi berupa “kondisi negara saat ini 
hancur, banyak elit politik yang korupsi”.  
Pada posisi ketiga, berkaitan dengan 
kepedulian. Permasalahan kepedulian 
sebagai salah satu faktor yang dapat 
menurunkan kepercayaan terhadap elit 
politik pada penelitian ini diarahkan pada 
pihak legislatif (1,52%), parpol (1,30%), 
dan eksekutif (0,87%). Kepedulian seperti 
halnya digambarkan dalam studi yang 
dilakukan oleh Dalton (2005) menjadi 
salah satu hal yang erat kaitannya dengan 
kepercayaan terhadap sistem politik 
maupun pemerintahan. 
Viklund dan Sjöberg (2008) mene-
rangkan bahwa ketika berbicara mengenai 
rasa kepedulian dalam kaitannya dengan 
kepercayaan, individu akan dihadapkan 
dengan sebuah penilaian moral yaitu 
adanya ketidakpedulian berarti dianggap 
tidak bermoral. Faturochman (2000) 
memberikan penilaian bahwa keberadaan 
kepedulian erat kaitannya dengan konteks 
keadilan sosial. Konteks keadilan sosial ini 
mengarahkan pada upaya untuk tidak 
hanya memenuhi kepentingan pribadinya, 
akan tetapi juga kepentingan orang lain. 
Para elit politik dalam hal ini dianggap 
sebagai pihak yang memiliki kekuasaan 
untuk memberikan manfaat bagi orang 
lain khususnya masyarakat. Salah satu 
jawaban partisipan terkait kategori me-
mentingkan diri sendiri pada elit politik 
yaitu “para elit politik sekarang hanya memi-
kirkan diri sendiri, bukan rakyat kebanyakan”.  
Pada posisi keempat, berkaitan 
dengan faktor kompetensi. Permasalahan 
kompetensi sebagai salah satu faktor yang 
dapat menurunkan kepercayaan terhadap 
elit politik pada penelitian ini diarahkan 
pada pihak legislatif (2,39%), eksekutif 
(1,08%) dan parpol (0,87%). Kompetensi 
merupakan salah satu aspek yang dapat 
memengaruhi tingkat kepercayaan pada 
satu pihak (Twyman, Harvey, & Harries, 
2008). Kompetensi yang baik pada para 
politikus mengarahkan tingginya legitima-
si masyarakat terhadap politik itu sendiri 
(Blind, 2006). Neumann, Srbljinović, dan 
Schatten (2014) menjelaskan bahwa pada 
konteks politik, keberadaan kompetensi 
merupakan salah satu indikator untuk 
melihat seberapa jauh kemampuan yang 
dimiliki oleh seorang politikus yang salah 
satunya di dalam mengahadapi kondisi 
yang krisis. Salah satu jawaban partisipan 
terkait kategori kompetensi pada elit 
politik yaitu “kompetensi yang dimiliki oleh 
para elit politik belum dapat menunjukkan 
hasil yang baik”.  
Pada posisi kelima mengarahkan pada 
sejauh mana para elit politik dinilai 
sebagai pihak yang selalu berkasus atau 
mendapatkan permasalahan yang ada baik 
bersifat sosial maupun hukum. Permasa-
lahan mengenai persepsi elit politik 
sebagai pihak yang banyak berkasus ini 
diarahkan pada pihak parpol (1,08%), 
eksekutif (0,87%) dan legislatif (0,87%). 
Kondisi tersebut menurut Faturochman 
(2000) mengarahkan pada bentuk pelang-
garan kepercayaan yang berupa pelang-
garan terhadap civic order yang mengarah 
pada manipulasi maupun pengingkaran 
dan pelanggaran terhadap aturan. Perma-
salahan akan politisi yang sering tersang-
kut skandal atau permasalahan juga 
dianggap telah melakukan pelanggaran 
norma, tidak memiliki harga diri, disin-
tegritas, mencoreng nama baik (Isotalus & 
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Almonkari, 2014) dan moral yang meng-
gambarkan seorang politisi hanya 
mementingkan kepentingannya pribadi 
serta tidak peduli akan kebutuhan masya-
rakat ketika banyak terlibat masalah atau 
pelanggaran (Jainuri, 2013). Salah satu 
jawaban partisipan mengenai kategori 
berkasus yaitu “banyak elit politik yang 
tersangkut masalah hukum”. 
Pada posisi keenam terkait dengan 
faktor persepsi akan tanggung jawab. 
Permasalahan mengenai persepsi dalam 
pemenuhan tanggung jawab sebagai salah 
satu faktor yang dapat menurunkan 
kepercayaan pada penelitian ini diarahkan 
pada pihak eksekutif (0,65%), pihak legis-
latif dan konstitutif (0,65%) serta legislatif 
(0,22%). Ketika para pelaku politik diang-
gap tidak bertanggung jawab atas apa 
yang seharusnya dilaksanakan, maka da-
pat dianggap melakukan pelanggaran civic 
order (Bies & Triep dalam Faturochman, 
2000). Bentuk pemenuhan tanggung jawab 
yang sesuai dengan tugasnya diimplemen-
tasikan dalam bentuk memunculkan 
perilaku dan peran yang sesuai dengan 
tuntutan yang ada serta menjalankan 
dengan baik sistem yang sudah disepakati. 
Konteks bertanggung jawab dalam politik 
ini bermuara pada pemenuhan kebutuhan 
masyarakat (Diamond, 2007). Salah satu 
jawaban partisipan mengenai kategori 
tidak bertanggung jawab adalah “tugasnya 
masih belum dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab”.  
Pada posisi ketujuh, terkait dengan 
persepsi penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan. Pada faktor menyalahgunakan 
kekuasaan para elit politik yang dapat 
menurunkan kepercayaan diarahkan pada 
pihak parpol (0,22%), legislatif, eksekutif 
dan konstitutif (0,22%) serta legislatif dan 
eksekutif (0,22%). Diamond (2007) menje-
laskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan 
merupakan bentuk pelanggaran terhadap 
kepercayaan publik. Bentuk pelanggaran 
ini mengarahkan pada upaya bertindak 
melampaui wewenang yang seharusnya 
dan tidak sesuai dengan tujuan yang 
seharusnya. Penyalahgunaan wewenang 
dalam dunia politik atau pemerintahan 
mengarahkan pada kondisi tidak terpe-
nuhinya kebutuhan masyarakat 
(Diamond, 2007) dan akan mengurangi 
tingkat legitimasi politik yang diberikan 
oleh masyarakat (Wångmar dalam Dymek, 
2015). Salah satu jawaban partisipan 
mengenai kategori penyalahgunaan 
kekuasaan berupa “terlalu banyak yang 
menyalahgunakan kekuasaan sehingga sulit 
percaya begitu saja”. 
Pada posisi kedelapan, terkait faktor 
persepsi kemalasan. Penekanan faktor 
kemalasan pada para elit politik ditujukan 
pada pihak legislatif dan konstitutif 
(0,65%), parpol, legislatif dan konstitutif 
(0,22%) serta legislatif dan parpol (0,22%). 
Persepsi mengenai kemalasan tidak terle-
pas dari persepsi kerja keras yang dilaku-
kan. Menurut Christensen dan Laegreid 
(2002) keberadaan kepercayaan terhadap 
politik ini tidak terlepas dari sejauh mana 
pemerintahan bekerja untuk masyarakat-
nya. Galston dan Kamarck (2008) menam-
bahkan bahwa keberadaan para politisi 
maupun pemerintahan yang dipersepsi-
kan memiliki nilai bekerja keras akan 
menumbuhkan kepercayaan di masyara-
kat. Kerja keras tersebut memberikan 
gambaran bahwa pemerintahan selalu 
berusaha memenuhi kebutuhan masyara-
katnya. Gambaran akan penilaian-peni-
laian para elit politik yang malas tersebut 
menjadi salah satu faktor yang memenga-
ruhi persepsi tingkat kepercayaan yang 
dimiliki. Salah satu jawaban partisipan 
mengenai kategori malas adalah “masih 
banyak yang terlihat malas untuk menyelesai-
kan tugasnya”. 
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Pada posisi kesembilan, faktor yang 
dapat menurunkan kepercayaan terhadap 
para elit politik berkaitan dengan persepsi 
tidak transparannya para elit politik. 
Permasalahan transparansi ini ditujukan 
pada pihak parpol (0,65%). Keberadaan 
transparansi yang terkait dengan partai 
politik merupakan hal yang sangat pen-
ting dalam meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem politik mau-
pun sistem berdemokrasi yang ada serta 
dapat meningkatkan keterlibatan masya-
rakat dalam politik (Van Biezen, 2003). 
Transparansi yang dibutuhkan dalam 
konteks partai politik dalam hal ini berupa 
keterbukaan informasi pada publik terkait 
calon yang akan dipilihnya dalam peme-
rintahan (antikorupsi.org, 2015) maupun 
laporan keuangan terkait dengan donasi-
donasi, biaya yang dikeluarkan serta aset 
yang dimiliki (Hanan, 2015). Popescu 
(2015) menjelaskan lebih lanjut bahwa 
ketika transparansi dalam partai politik 
tidak dapat dimunculkan dengan baik, 
maka keberadaan adanya penyimpangan 
dalam konteks korupsi juga dapat terjadi 
sehingga kepercayaan dalam publik akan 
menurun, legitimasi terhadap pemerintah 
yang terpilih akan berkurang dan mening-
katkan ketidakpercayaan terhadap sistem 
demokrasi yang ada. Salah satu jawaban 
partisipan mengenai kategori tidak 
transparan adalah “sering beredarnya isu-isu 
mengenai elit politik khususnya permasalahan 
transparansi”. 
Pada posisi kesepuluh, terkait dengan 
faktor ketidaktegasan. Faktor ketidak-
tegasan terkait ketidakpercayaan pada elit 
politik ditujukan pada pihak eksekutif 
(0,22%). Ketegasan menjadi hal yang 
penting dalam menjalankan pemerintahan 
khususnya terkait penilaian dari masya-
rakat. Ketegasan dalam dinamika peme-
rintahan maupun politik memberikan 
gambaran akan kemampuan maupun 
kompetensi untuk mengambil keputusan 
dengan baik (Hamilton dalam Light, 2007; 
Levi, 2015). Hal tersebut memberikan 
persepsi terhadap masyarakat mengenai 
sejauh mana pemerintah dapat menyele-
saikan permasalahan yang mengarah pada 
manfaat. Salah satu jawaban partisipan 
mengenai kategori tidak tegas adalah 
“kebanyakan cuma ngomong saja sok tegas 
padahal nyatanya tidak”. 
Selain adanya faktor-faktor yang 
dapat menurunkan tingkat kepercayaan, 
maka upaya untuk membangun sebuah 
gambaran elit politik yang terpercaya 
berdasarkan pada hasil penelitian harus 
disandarkan pada sembilan hal yaitu akan 
kejujuran, tanggung jawab, integritas, 
peduli, bermoral, tegas, kompeten, trans-
paran dan bijaksana. Gambaran seorang 
elit politik yang dapat dipercaya menurut 
para partisipan tersebut erat kaitannya 
dengan penekanan kepercayaan terhadap 
karakter yang mengarah pada sebuah 
motif atau tujuan yang baik (Yamagishi, 
2011) dan norma (Hardin, 2002; Delgado, 
et al., 2005, Banerjee, et al., 2006). 
Penggambaran sebuah karakter yang 
dianggap memiliki motif atau tujuan yang 
baik ditekankan oleh Yamagishi (2011) 
dengan menggambarkan karakter perilaku 
yang sesuai dengan moral serta norma-
norma yang berlaku di masyarakat dan 
Mayer, et al. (Colquitt, Scott & LePine, 
2007) menjelaskannya dengan tiga 
karakter yaitu pertama, kemampuan, 
kebajikan dan integritas. Kemampuan 
merupakan sekumpulan akan keahlian, 
kompetensi, maupun karakteristik yang 
dapat dijadikan dasar penilaian dan 
memungkinkan pihak yang dipercaya 
dapat memberikan pengaruh. Kebajikan 
menggambarkan pada sebuah penilaian 
bahwa seseorang yang dipercaya akan 
melakukan hal yang baik dengan tidak 
terlalu mengedepankan ego dalam 
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dirinya. Dalam karakter kebajikan terdiri 
dari komponen-komponen karakter kese-
tiaan, keterbukaan, kepedulian atau 
dukungan Integritas menggambarkan 
pada karakter sebuah pihak yang dapat 
dipercaya memiliki prinsip-prinsip yang 
dapat diterima. Dalam karakter integritas 
sangat erat dengan prinsip moral dan etika 
yang dimiliki oleh pihak yang dipercaya. 
Karakter integritas ini memiliki kom-
ponen-komponen kejujuran, keadilan, 
konsistensi, dan pemenuhan akan janji.  
Selain penggambaran yang mengede-
pankan sebuah motif yang baik, keper-
cayaan pada elit politik juga dibangun 
berdasar pada karakter yang melandaskan 
pada moral. Seperti halnya dijelaskan oleh 
Hardin (2002) bahwa keberadaan moral 
menjadi dimensi yang tidak bisa dilepas-
kan dalam konteks keterpercayaan. Kebe-
radaan moral mengarahkan pada satu 
gambaran apa yang seharusnya dilakukan 
sesuai dengan norma maupun aturan yang 
ada. Delgado, et al. (2005) menambahkan 
bahwa pihak yang mampu menunjukkan 
sebuah karakter moral yang baik akan 
lebih mudah mengajak pihak lain untuk 
bekerjasama.  
Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian 
menunjukkan bahwa di dalam ranah 
politik khususnya kepercayaan terhadap 
para elit politik harus dibangun dengan 
karakter-karakter yang terlihat memiliki 
motif yang baik dan erat dengan norma. 
Hal ini terlihat dari penilaian partisipan 
mengenai elit politik yang dapat dipercaya 
dengan penggambaran karakter-karakter 
berupa kejujuran, tanggung jawab, inte-
gritas, peduli, bermoral, tegas, kompeten, 
transparan dan bijaksana. Selain hal 
tersebut, faktor-faktor yang dapat menu-
runkan tingkat kepercayaan terhadap para 
elit politik erat kaitannya dengan persepsi 
partisipan terhadap kebohongan, korupsi, 
bermasalah, mementingkan diri sendiri, 
tidak kompeten, berkasus, tidak bertang-
gung jawab, menyalahgunakan kekua-
saan, malas, kurang transparan dan tidak 
tegas. 
Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian 
maka saran yang dapat diberikan adalah; 
pertama, bagi para elit politik diharapkan 
mampu memberikan gambaran akan 
karakter yang sesuai dengan hasil pene-
litian agar kepercayaan terhadap elit 
politik selalu terjaga dengan baik. Dengan 
adanya kepercayaan yang baik antara elit 
politik dan masyarakat diharapkan 
menjadi modal dasar yang baik dalam 
pembangunan negara. Kedua, bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan mampu melaku-
kan perbaikan dalam jumlah partisipan 
yang terlibat dengan menggunakan pen-
dekatan randomisasi serta rasio kriteria 
partisipan (pendidikan, jenis kelamin, usia 
dan lain-lain) agar dapat dibuat lebih 
seimbang. Dengan adanya perbaikan 
jumlah partisipan dengan menggunakan 
randomisasi dapat memberikan jumlah 
partisipan yang bisa mewakili populasi 
dengan baik yaitu masyarakat di Jakarta. 
Selain itu, rasio kriteria partisipan yang 
seimbang dapat memberikan gambaran 
yang lebih mendalam terkait dengan 
pembahasan. Ketiga, hasil penelitian yang 
ada masih bersifat subyektif dengan 
pendekatan kualitatif dan perlu dilakukan 
penelitian lanjutan yang bersifat kuanti-
tatif dengan mengembangkannya menjadi 
skala psikologis dan melakukan pengu-
jian. 
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